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SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
BAGI APARATUR PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI BALANGAN,

bahwa  dalam raflgka meningkatkan  kualitas
pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pedoman

budaya kerja bagi aparatur dilingkungan pemerintah
daerah:

untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Pengembangan Budaya Kerja perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan
Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengembangan Budaya Kerja bagi Aparatur Pada
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22 ,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751)

>

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BAGI APARATUR
PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.




2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Balangan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dj Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor,
Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas atau lembaga
lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

6. Budaya Kerja adalah sikap perilaku individu dan kelompok yang
didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi
kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

7. Nilai Budaya Kerja adalah konsep abstrak mengenai hal-hal yang
penting dan bernilai dalam pelaksanaan Budaya Kerja.

8. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah
organisasi non struktural yang dibentuk oleh perangkat daerah yang
menerapkan  prinsip-prinsip budaya  kerja  dalam rangka
mengoptimalkan kinerja perangkat daerah.

BAB II
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

Pasal 2

Pedoman Pengembangan Budaya Kerjadi Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan diatur dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : NILAI-NILAI BUDAYA KERJA UTAMA
BAB III : KELOMPOK BUDAYA KERJA
BAB IV : FORMAT LAPORAN BUDAYA KERJA SKPD
BAB V : PENUTUP
Pasal 3

Rincian Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati.

Pasal 4

Pengembangan budaya kerja dapat dilakukan melalui tahapan perumusan
nilai, implementasi dan monitoring serta evaluasi.



BAB III
PERUMUSAN NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 5

(1) Nilai-nilai Budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Balangan terdiri dari nilaj budaya kerja utama dan nilai budaya kerja
tambahan.

(2) Nilai budaya kerja utama sebagaimanatermuat dalam penjelasan Bab
II peraturan Bupati ini.

(3) Setiap SKPD wajib memasukkan nilai-nilai budaya kerja utama
dalam dokumen perumusan nilai budaya kerja SKPD.

(4) Nilai budaya kerja tambahan dibuat dan dirumuskan oleh SKPD
sesuai dengan ciri khas pelayanan yang dilakukan oleh SKPD.

(5) Perumusan nilai budaya kerja SKPD dapat memuat nilai budaya
kerja utama dan /atau nilai budaya kerja tambahan.

(6) Perumusan nilai-nilai budaya kerja SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD tersendiri.

BAB IV
APARATUR DAN KELOMPOK BUDAYA KERJA

Pasal 6
Setiap Aparatur wajib menerapkan Nilai Budaya Kerja Aparatur.
Pasal 7

(1) Setiap Perangkat Daerah membentuk Kelompok Budaya Kerja untuk
mendukung penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur.

(2) Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas

a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan
Nilai Budaya Kerja Aparatur di lingkungannya;

b. mengembangkan perilaku utama sesuai situasi dan kondisi
lingkungan kerja; dan
c. melaksanakan proses internalisasi dan sosialisasi melalui diskusi

Kelompok Budaya Kerja untuk mendukung upaya penerapan dan
pengembangan Nilai Budaya Kerja Aparatur di lingkungannya.

(4) Proses internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
merupakan tahapan penanaman Nilai Budaya Kerja Aparatur kedalam
jiwa setiap Aparatur yang akan tercermin dari sikap dan perilaku
Aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



(5) Diskusi Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ dilakukan dengan tujuan untuk:

a. memastikan pemahaman bersama terhadap Nilai Budaya Kerja;

b. merumuskan aplikasi Nilai Budaya Kerja dalam melaksanakan
tugas dan fungsi Aparatur;

C. memastikan peran dan tanggung jawab setiap anggota dalam
aplikasi Nilai Budaya Kerja;

d. memecahkan masalah dalam rangka membangun Budaya Kerja
serta  mendorong berkembangnya budaya inovatif melalui
pendekatan aktif pembelajaran terhadap inovasi yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah lain baik secara nasional maupun
internasional; dan

€. merumuskan dan menyetujui mekanisme kerja yang akan
dijalankan.
BAB V
PENERAPAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur menjadi tanggung jawab setiap
Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1) Setiap Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan penerapan
Nilai Budaya Kerja Aparatur kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Peyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada setiap akhir tahun.

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Sekretaris Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan dan evaluasi
penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2
(dua) tahun sekali.

(8) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimapa
dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah membentuk tim
pengawasan dan evaluasi penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur.

(4) Tim pengawasan dan evaluasi penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(5) Ketentuan mengenai metode, mekanisme dan pelaporan evaluasi
penerapan Nilai Budaya Kerja berpedoman pada Peraturan Menteri



yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur dan reformasi
birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan
Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah.

BAB VII
BIAYA PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

Pasal 11

(1) Biaya Pengembangan Budaya Kerja dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di SKPD/Unit Kerja masing-masing.

(2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaij dengan
peraturan perundang undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 Desember 2019

—_—

/,,;;TB,@:“’J/B_A_TIJB"_\_ LANGAN,

i o } )

[ 49 /A N\ \

/ N\ %A £7) \
NN Z

[ Z |

\:ttq\_‘\\\

\ A\ I /o )
\._H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH Salinan sesuai dengan aslinya

/ AN
KABUPATEN BALANGAN, TR B AGTAN Eeoay
SEKRETARIAT DAERAH

q KABUPATEN BALANGAN
tt

H. RUSKARIADI

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 60




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BAGI APARATUR PADA
PEMERINTAH DAEARH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi, maka aparatur
pemerintah sebagai elemen birokrasi baik secara institusional
maupun individual dituntut untuk terus berbenah diri, melakukan
berbagai upaya secara terencana, konsisten dan berkelanjutan dalam
rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, berupa
peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill/dan sikap
perilaku (attitudejuntuk menjalankan amanah tugas yang harus
dijalankan dengan dedikasi dan sikap pengabdian yang tinggi kepada
bangsa dan negara.

Untuk  menumbuhkan semangat dalam  meningkatkan
kompetensi dan profesionalitas aparatur diperlukan pengembangan
budaya kerja yang sejalan dengan agenda kebijakan reformasi
birokrasi.

Selanjutnya untuk mempercepat pengembangan budaya kerja
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, maka ditetapkan
Peraturan Bupati ini yang digunakan sebagai pedoman dalam
mengembangkan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan.

B. TUJUAN

Tujuan dari pedoman pengembangan budaya kerja, antara lain:

1. menyamakan cara pandang, langkah dan tahapan
dalam pengembangan budaya kerja;

2. memberikan panduan tentang upaya-upaya yang harus
dilakukan dalam pengembangan budaya kerja; dan

3. memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan,
serta melakukan  monitoring dan  evaluasi pelaksanaan
pengembangan budaya kerja.

Tujuan dari pengembangan budaya kerja, antara lain:

1. menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif;

2. mewujudkan karakter aparatur yang berakhlak mulia,
beretika, disiplin, bertanggungjawab, kreatif dan inovatif,
produktif dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya,;

3. mewujudkan lingkungan kerja yang mendukung
peningkatan produktifitas kerja dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat;

4. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar individu,
antar kelompok, dan antar perangkat daerah; dan




S. menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga
dapat mendorong terciptanya produktifitas dan kreatifitas kerja.

C. MANFAAT

a. Bagi
Aparatur

Memperoleh  kesempatan  untuk berperan, berprestasi,
meningkatkan rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab terhadap
instansinya, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah,
memperluas wawasan dan memahami tugas sebagai abdi
masyarakat dan abdi negara;

b. Bagi
Organisasi
Meningkatkan kerjasama, mengefektifkan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, keselarasan dan dinamika organisasi, memperlancar
komunikasi dan hubungan kerja, serta menumbuhkan
kepemimpinan yang partisipatif;

c. Bagi Pemerintah Kabupaten
Balangan
Meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan masyarakat.

D. SASARAN

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan yang mampu merubah pola pikir dan budaya kerja menjadi
budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja dengan
berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktifitas
kerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.




‘ueduereq usjedngey] yejuLowod uvedunsgur] ip NSV
1deg nquny ueeun33usd Uep seul( ueresed Suejuo)l
810¢ unye], ¢l JowoNueduereqg npedng ueInjeisd

‘des3u9
Seurp Jnqgrje uep SeUuIp

ueresjed ueseun33uldIN °q

‘n3eqd elioy] uep ewedy yeweia)
‘Tuewise UeBIE30SOY WERUDS UBBUBSIR[dd [emper

reyrad 6102/9D7T9-AddM9/9T10/008 JowoN ueduereq
nedng jeing -‘3uerg [ody uep 18ed [ody ueeuesye[od

“eAuewrejn 1sgunj uep sesnj

ueduop rensas ueelroxad
ueseuesyeOW BlIdS ‘YIsIoq
rewn[ uejerdos elI19s ewede

yewelod uep euwesioq 1ded

S1[N319)
srepny undnew S1NI9)
sqreq ueanjetod
B[edas mynjewawr uep

NNI3UsW  U9)SISUOY

uerepy Jeing 3dueludl  gl0g/9DHI0/tt/090IowoN | weuss ‘1Sed [ode nnsidusw nre[es snjun elioy] urdisig
uesuereq nedng uerepy jeing | remedod ueripeysy] e | nyerrad  uep deyig [ qnioj, eAepng | ‘g
uoyouwad /uedduerod
uesendoy
uep uederey
ueduop Tensos
ueueke] sejeny
MI[qnd ueuBAR[9d UBRUESIR[oJ SUejus) ueuele] | Jepuels IJNUaWowW TueePN
910z unye], ¢1 JowoN uedueleqg nedng ueinjeisd | fepuels Tensos ruedle[o]y | uek ueuede[od | qnIoL eAepng | I
vradas
NAVIIIHd JOLVIIANI VINV.LN NAIVTI—Hd ISINIHHA VAvand IVIIN | ON |

VIAV.LN VOIHEM VAVANSL IVIIN-IVIIN

IT avd

6




"qetoep jesdueiad eped si3ojens

‘Jeioep yexduerad

-19318) ueynuowad

BUBOUQY IBNSIS BUBSYE[9J UEBjeqer uep [euols3uny | eped (1D NpIaIpu] uEp | BHEN BUEInal S
uereqer ‘Al ‘Il ‘Il Uo[esy nprarpu] elroury] Jojesipu] | elroury] IojeyIpu] UNSnAus|y - USEUSSIEION | anael  eAvpnd | b
‘Jeloe UBUBJULIQWIJ
ueeIe33uo[ofuad werep Jeloe(q Jesduetod ‘ISBUIPJIOO3]
1sestuedi( el1oy uedunqny uewopad Juejual g00g | uep el1oy uedungny
unye], ¢¢ JowoN M23oN weed MIJULN uUeInjeId | ejod uesfeuesyePN -
ueduereqg uajednqey] yejuLowad ‘gyeioep
ueduny3ur] Ip Sseulq UyesseN ejel Suejud] | yesyduerad eped seurp
¢10g¢ unye], ¢] JowoN ue3ueleg nedng ueinieidd | yesiseu eje} ueddelous|y
‘ueduereqg uajednqes] yejurouwed ueduns3ur] el
p uBURBJULIOWA] ueere33uo[oAuad Inpasoid TEIoEp JeRjueIeC Blioup] TIES{SEHEHow
[euoiserod() Jepuel}S UBUNSNAUSJ UBWOPYd 3Juejus)l sped mpssead  (ewelsioco vyesnisg
€10z unye], 9 JowoN uedueeg nhedng ueinjeisd TepUE}s MASTAURN °q | UEp UEEESIp
ueuBAR[9d JEPUB]S UBWIOPYd 3JUBjud) WepRy Stred meaTHeISd
b107 unUel G JOWON ISessjollg ISBWLIopy Uep ‘yersep jesduerad eped ueduop rEnsas elIoy ISENSIUIWpPY
ereSoy Injeredy ueeunSelepusq LOIUSN UBINJEIs] ueuede] Jepuels UNSNAUSN ° uesere33uoloAusy | qrI9], eAepng | ‘¢
‘ueduereq uajednqes] yejuLowed ueduni3ury
ip ereSoN [dig Jmyeredy 0 9poy Suejus)y ‘Temedad nferriod
6107 unuye] g4 JowoNuedueredg npedng ueinjeisd uep @ opod TYNIEWSN
Vradas
NAVIIdHd JOLVAIANI VINV.LN NIVIIHd ISINIHHA vAVANd IVIIN | ON




ueduel1alay]

eredoy] (rd3IT)ueqemeSunddueliod weereSguookus g
ueiode] uep (add) yeioe(d UeYBIULIDWR] | (10 1g de Sunsinpuod
ueeredduo[olusg uerode] 3Junsnpuad uswNnIio UowNIop wesredureAusiy

‘ueyejuLIawod ‘unye],

Isueluns[y Jepuels 3uejud} O[0g unye], 1/ JOWON
UeluLIouwad uelnjeldd rensas unyey, Iysy uesuensy]
uerode] Uep UeISowRg ueduendy  uerode]
‘ueduereg
uojednqgey yerunowod Ue3uNISUr] Ip YeJULIdWIJ
sueisu]  elioury] seygejunsy  wolsIg duejuo)
010z unye], 6] JowoNUe3uereqg hedng ueinjerdd
‘Temedod Suisew-3uisew 1deq unye)

Jod uep uerng Jod g3Q uereded 1senjesd uep uereruad
BlIos niem jedoy (31S) remedod elioury] uereseg
‘yejurLIowsd 1suejsuj elroury ueioder]

sely niagy ere) eie], uep eloury uelodepd ‘elioy]
ueilueliog srusoy, nlunjeg Suejusl H10g UNye]J,

©Q JOWON ISeINollg ISEULIOJoy uep eIiedoN Jnjeredy

ueeungdelepusd — LIQJUON  UeINjBId  UBNIUIIY "NPIAIPUL UBP YJeIJep eme(Bund3uelrodwowr
ueduop 1ENS9s ®vUESIE[QJ Ueleqer uep [euolsduny |jesSuerad 51g)  elroury ‘aesxydela)ip yeral _
uereqer ‘Al ‘Il ‘Il uoresy eloury uerluelisq | uerlueliog unsniusp °q | Suek elioy jodI1e)

nyyy ueSuenay ueroderq
Uep UeI9)sowWog uUe3uENSl]

ueiode] UNSnNAuS|\

(dII'T) yeuLouwed 1sue)su]

eloury] uerode] unNsnAUuIl -

(d31S) remedod elroury
uereseg ueseueseoul

uep unsnAuaN

133un 3uek
elours] ue[Iseydusw
©1I9s ueredsuen
nePs ‘“Qeinse  uep
nie1  ‘ueseundiodip
duek eAep

Joqumns e[edss uesq

NAVIIIHd JO.LVIIANI

VINV.LN NAVTIHd

ISINIHHA

VOIHA
vAvVANd IVIIN

ON




‘UeIse(q ueyejuLIouroyg duejuo Jeroep jesduerod

v10C unyey ¢z JowoN wﬁwwcb-wgmwnb Seje enpoy
Ueteqnisg 3uejuo SI0C unye], ¢ Jowoy suepun | (pd317) ueqemelsun33due)og
-3uepun UBSUSD nyyers ‘Ires] edeloaqoq Jeqnip yejo ue3duersoy]
eUBWrESeqos  yeioeq UBUeIULIDW]  Suejus) 41(p

UNYBL £¢ IowoN Suepupn

ueloder

-3uepun rensos UBRIULIOWOJ

VINVILN NVIINAd ISINIHAQ

NAVINAg dOLVIIANI

S
VIrda
vVAvVAangd IVIIN

N

@




13

BAB III
KELOMPOK BUDAYA KERJA

A. SUSUNAN ORGANISASI KBK

Susunan organisasi Kelompok Budaya Kerja terdiri atas:
a. penanggung jawab;

b. fasilitator;

c. ketua

d. anggota

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA

Penanggung Jawab

|

Fasilitator Ketua

KETERANGAN :

= Garis Komando

= Garis Koordinasi i ——

meg_ii
B. TUPOKSI KEPENGURUSAN KBK

Tugas pokok dan fungsi dari kepengurusan Kelompok Budaya
Kerja sebagai berikut:

1. Penanggung jawab bertugas:

a. memastikan terlaksananya diskusi Kelompok Budaya Kerja;
dan

b. mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk tetap aktif.
Tugas penanggung jawab dilaksanakan oleh:

a. setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan

b. direktur pada rumah sakit umum Daerah.
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2. Fasilitator bertugas:

a.

b.

memfasilitasi dan mengarahkan diskusi Kelompok Budaya
Kerja;

mengikuti perkembangan dan melaporkan perkembangan

aktifitas Kelompok Budaya Kerja kepada penanggung jawab;
dan

. mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk melakukan

aktivitas sesuai jadwal.

Tugas fasilitator dilaksanakan oleh:

a. eselon II.b, pada Sekretariat Daerah;

b. eselon IIl.a, pada badan /dinas/Satpol PP/Inspektorat Daerah;

c. eselon Ill.a yang membidangi kepegawaian, pada Sekretariat

DPRD/RSUD; dan

d. eselon III.b pada kecamatan.

3. Ketua bertugas :

a.

b.

berperan serta dalam Kelompok Budaya Kerja dan diskusi
Kelompok Budaya Kerja;

menciptakan hubungan yang baik antara Kelompok Budaya
Kerja dengan penanggung jawab dan fasilitator;

bersama dengan fasilitator melaporkan  perkembangan
aktifitas Kelompok Budaya Kerja kepada penanggung jawab;

mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk melakukan
aktivitas yang telah direncanakan; dan

menetapkan rencana program dan kegiatan Kelompok Budaya
Kerja yang akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Nilai
Budaya Kerja.

Tugas ketua dilaksanakan oleh

® oo T op

eselon II.b, pada Sekretariat Daerah;

eselon III.b, pada badan/dinas/Satpol PP;
eselon Ill.a, pada Inspektorat Daerah;

eselon Ill.a, pada Sekretariat DPRD/RSUD; dan

eselon IV.b, pada kecamatan yang membidangi kepegawaian.

4. Anggota bertugas




Menetapkan

KESATU

KEDUA

2,
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 123);

Peraturan Peraturan Bupati Balangan Nomor .

. Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan
Budaya Kerja(Berita Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2019 Nomor . . .).

MEMUTUSKAN:

Membentuk Kelompok Budaya Kerja Aparatur
dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud
dalam lampiran Keputusan ini;

Kelompok Budaya Kerja Aparatur sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

a.

penanggung jawab, bertugas:

1) memastikan terlaksananya diskusi
Kelompok Budaya Kerja; dan

2) mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk
tetap aktif;

Fasilitator bertugas:

1) memfasilitasi dan mengarahkan diskusi
Kelompok Budaya Kerja;

2) mengikuti perkembangan dan melaporkan
perkembangan aktifitas Kelompok Budaya
Kerja kepada penanggung jawab; dan

3) mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk
melakukan aktivitas sesuai jadwal.




KETIGA

C.

d.
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Ketua, bertugas:

1)

2)

3)

4)

berperan serta dalam Kelompok Budaya
Kerja dan diskusi Kelompok Budaya Kerja;
menciptakan hubungan yang baik antara
Kelompok Budaya Kerja dengan penanggung
jawab dan fasilitator;

bersama dengan fasilitator melaporkan
perkembangan aktifitas Kelompok Budaya
Kerja kepada penanggung jawab;

mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk
melakukan aktivitas yang telah
direncanakan; dan

menetapkan rencana program dan kegiatan
Kelompok Budaya Kerja yang akan
dilaksanakan dengan berpedoman pada Nilai
Budaya Kerja.

Anggota, bertugas:

1)
2)

3)

hadir dan berperan aktif dalam diskusi
Kelompok Budaya Kerja;

bekerjasama dengan  seluruh anggota
Kelompok Budaya Kerja; dan

melaksanakan kesepakatan dalam diskusi
Kelompok Budaya Kerja sesuai dengan
rencana yang telah dibuat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal .....................
(Kepala Perangkat Daerah),

(Nama Kepala Perangkat Daerah)
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a. hadir dan berperan aktif dalam diskusi Kelompok Budaya
Kerja;

b. bekerjasama dengan seluruh anggota Kelompok Budaya Kerja;
dan

. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi Kelompok Budaya
Kerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Tugas Anggota dilaksanakan oleh
pejabat struktural;

pejabat fungsional;

pelaksana; dan/atau

pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

® oo o op

Jumlah anggota disesuaikan dengan struktur organisasi
Perangkat Daerah.

C. FORMAT REGULASI PENETAPAN KBK

Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah sebagai
berikut:

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA ... (NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR

... (KEPALA PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat
(2) Peraturan Bupati Balangan Nomor . . . Tahun
2019 tentang Pedoman Pengembangan Budaya
Kerja, perlu menetapkan Keputusan Kepala
(Nomenklatur Perangkat Daerah) tentang
Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Aparatur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);




18

BAB IV

FORMAT LAPORAN BUDAYA KERJA SKPD

Masing-masing SKPD wajib membut laporan penerapan budaya
kerja sebagai bahan evaluasi dan memberikan feedback terhadap
peningkatan kapasitas kerja individu untuk mendukung pencapaian
kinerja organisasi. Laporan disampaikan setaip bulan Desember akhir
tahun berkenaan. Format laporan sebagaimana sistematika dibawah

mni.

SISTEMATIKA LAPORAN PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF
BABI PENDAHULUAN

A.
B.
C.
D.

Latar Belakang
Tujuan Budaya Kerja Aparatur
Sasaran Budaya Kerja Aparatur

Manfaat Budaya Kerja Aparatur

BABII GAMBARAN UMUM

A.
B.
C.

Pengertian Budaya Kerja Aparatur
Nilai-Nilai Budaya Kerja Aparatur

Pengorganisasian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur

BAB III PELAKSANAAN BUDAYA KERJA APARATUR

A.
B.
C.

Kondisi Budaya Kerja Aparatur Saat Ini
Hasil Penerapan Budaya Kerja Aparatur
Permasalahan dan Pemecahan Masalah Budaya Kerja

Aparatur

BAB IV PENUTUP




19

BAB V
PENUTUP

Pengembangan Budaya Kerja dengan penanaman nilai-nilai
budaya kerja yang diimplementasikan dengan pembentukan dan
penerapan KBK pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan akan lebih mendorong tercapainya tujuan
reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan
birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik aparatur
yang adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral,
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh kode etik aparatur.

Melalui pedoman ini diharapkan program pengembangan budaya
kerja dapat berjalan secara sinergis dengan program nasional terkait
dengan agenda reformasi birokrasi, khususnya di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Balangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM L A Bz
_~SEKRETARIAT DAERAH
~“KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009




